BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi
kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan
sebagian wewenang penandatanganan keputusan dan
surat-surat di bidang kepegawian;

bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang pendelegasian sebagian
wewenang penandatanganan keputusan dan surat-surat
di bidang kepegawian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3135);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),



10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332),

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Republik Indonesia sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai
Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 163);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/SKB/M.PAN/4 /2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhit dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu.



4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD
adalah Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau
pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama
jabatanya sendiri untuk menandatangani Keputusan di
bidang kepegawaian

5. Pemberi kuasa adalah pemberian kuasa kepada Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama
Bupati untuk menandatangani Keputusan dan surat-surat
di Bidang Kepegawaian.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu dan bekerja pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, atau dipekerjakan di
luar instansi induknya.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2
Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan
keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian kepada
Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

(1) Kewenangan di bidang kepegawaian yang tidak tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini, tetap menjadi kewenangan
Pejabat yang berwenang.

(2) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat
Pendelegasian Wewenang yang diberikan oleh Pejabat
Pemberi Kuasa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan dan
surat-surat di bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan ini tidak dapat memberikan kuasa
dimaksud kepada Pejabat lain.

(4) Pendelegasian kewenangan yang telah diatur dalam
Peraturan ini, apabila bertentangan dengan Peraturan yang
lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada
Peraturan yang lebih tinggi.



(5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Peraturan ini melaporkan pelaksanaannya secara
tertulis kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 91



